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PERATURAN BUPATI TAPANULI TENGAH
Nomor: 89 Tahun 2012

TENTANG

RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN KOTA PANDAN

BUPATI TAPANULI TENGAH,

bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan
lingkungan di kawasan Kota Pandan dewasa ini semakin kompleks baik
dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana dan sarana, maupun

lingkungannya untuk mendukung funQS| pusat pemerintahan Kabupaten
Tapanuli Tengabh;

. bahwa untuk menjaga agar perkembangan pembangunan di masa yang

akan datang arahnya jangan menyimpang dari fungsi tersebut di atas,
maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan Kawasan Kota Pandan.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 -
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960
Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3046);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemrintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Repulik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4441);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Dan
Kawasan Permukiman (Lembaran.Negara Repulik Indonesia Tahun
2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5188); ‘

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);

Peraturan Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1593);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737); »

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;sebagai
mana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
tentang Penggadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum; o

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Propinsi Sumatera Utara Tahun 20087 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN
LINGKUNGAN KAWASAN KOTA PANDAN. :

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Daerah adalah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah
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Pemerintah Kabupaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemenntahan Daerah Kabupaten Tapanuli
Tengah;

Bupati adalah Bupati Tapanuli Tengah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan
mabhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan kota adalah keglatan penyusunan rencana-rencana kota
maupun kegiatan pemnjauan kembali atas rencana kota yang telah ada untuk
disesuaikan dengan kondisi dan situasi kebutuhan pengembangan kota untuk masa
tertentu. i .

Strategi -+ pengembangan  adalah langkah-langkah  sistematis penataan
bangunan dan lingkungan serta pengelolaan kawasan yang perlu dilakukan untuk
mencapai visi dan misi pembangunan/penataan area yang telah ditetapkan.
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah strategi dan arahan
kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah, yang meliputi struktur dan pola ruang
wilayah, serta kriteria dan pola pengelolaan kawasan wilayah.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur
terkait padanya yang batas dan sxstemnya ditentukan berdasarkan aspek
administratif dan atau aspek fungsional;

Kawasan adalah satuan ruang wilayah yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu;

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang
bangun suatu lingkungan/kawasan yang d..imaksudkan untuk - mengendalikan

pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi .

pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan
rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman
pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.

Dokumen RTBL adalah dokumen yang memuat materi pokok RTBL sebagai hasil
proses identifikasi, perencanaan dan perancangan suatu lingkungan/kawasan,
termasuk di dalamnya adalah identifikasi dan apresiasi konteks lingkungan, program
peran masyarakat dan pengelolaan serta pemanfaatan aset properti kawasan.
Penataan bangunan dan lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk
merencanakan, melaksanakan, memperbaikiA, mengembangkan atau melestarikan
bangunan dan lingkungan/kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan

~ruang dan pengendalian bangunan gedung darn lingkungan secara optimal, yang

terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan
pemanfaatan, pelestarian dan pémbongkaran bangunan gedung dan lingkungan.

Program Bangunan dan Lingkungan adalah penjabaran lebih lanjut dari
perencanaan dan peruntukan lahan yang. telah ditetapkan untuk kurun waktu
tertentu yang memuat jenis, jumlah, besaran, dan luasan bangunan gedung serta
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kebutuhan ruang terbuka hijau, fasili;as umum, fasilitas sosial, prasérana
aksesibilitas, sarana pencahayaan dan sarana. penyehatan lingkungan, baik
berupa penataan prasarana dan sarana yang sudah ada maupun baru;

Rencana Umum dan Panduan Rancangan adalah ketentuan-ketentuan tata
bangunan dan lingkungan pada suatu lingkungan/kawasan yang memuat rencana
peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan, rencana tapak, rencana
system pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan, rencana prasarana dan
sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan ruang terbuka hijau;
Rencana Investasi adalah rujukan bagi para pemangku kepentingan untuk
menghitung kelayakan investasi dan pembiayaan suatu penataan, sehingga terjadl
kesinambungan pentahapan pelaksanaan pembangunan;

Ketentuan Pengendalian Rencana adalah ketentuan-ketentuan yang bertujuan untuk
mengendalikan berbagai rencana kerja, program kerja maupun kelembagaan kerja
pada masa pemberlakuan aturan dalam RTBL dan pelaksanaan penataan suatu

- kawasan;

Pedoman Pengendalian Pelaksanaan adalah pedoman yang dimaksudkan untuk
mengarahkan perwujudan pelaksanaan penataan bangunan dan kawasan yang
berdasarkan dokumen RTBL; dan memandu pengelolaan kawasan agar dapat
berkualitas, meningkat, dan berkelanjutan. '

Struktur peruntukan lahan merupakan komponen rancang kawasan yang
berperan penting dalam alokasi penggunaan dan penguasaan lahan/tata guna lahan
yang telah ditetapkan dalam suatu kawasan perencanaan tertentu berdasarkan
ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah;

Intensitas Pemanfaatan Lahan adalah tingkat alokasi dan distribusi luas lantai
maksimum bangunan terhadap lahan/tapak peruntukannya;

Jembatan seberang adalah salah satu solusi dalam pemisahan aktivitas antara
aktivitas pejalan kaki dengan kendaraan, sehingga tidak terjadi Cross Activity.
Jembatan seberang ini selain berfungsi sebagai penyeberangan juga dapat
difungsikan sebagai media informasi dan desain harus mencerminkan arsitektur
lokal dan kekinian cerminan desain yang berkelanjutan.

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah angka presentase perbandingan
antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung yang dapat dibangun dan luas
lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai;

Tata Bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung
beserta lingkungan sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek
termasuk pembentukan citra/karakter fisik fingkungan, besaran, dan konfigurasi dari
elemen-elemen: blok; kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan. elevasi
lantai bangunan yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas
ruang kota yang akomodatif terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang
berlangsung dalam ruang-ruang publik;

Garis Sempadan Bangunan adalah garis pada halaman pekarangan bangunan

vang ditarik sejajar dari garis as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan
batas antara kaviing/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh
dibangun;

Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana
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bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik punca bangunan;

Sistim Janngan Jalan dan Pergerakan adalah rancangan pergerakan yang
terkait antara jenis-jenis hirarki/kelas jalan yang tersebar pada kawasan
perencanaan (jalan lokalllingkungan) dan jenis perzerakan yang melalui, baik

masuk dan keluar kawasan, maupun masuk dan keluar kaveling;

Sistem Sirkulasi Kendaraan Umum adalah rancangan sistem arus pergerakan
kendaraan formal, yang dipetakan pada hirakikelas jalan yang ada pada
kawasan perencanaan;
Sistem Sirkulasi Kendaraan Pribadi adalah rancangan sistem arus pergerakan bagi
kendaraan pribadi sesuai dengan hirarkifkelas jalan yang ada pada kawasan
perencanaan;
Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau merupakan komponen rancangan
kawasan, yang tidak sekedar terbentuk sebagai elemen tambahan ataupun elemen
sisa setelah proses rancang arsitektural diselesaikan, melainkan juga diciptakan
sebagai bagian integral dari suatu lingkungan yang lebih luas; .

Tata Kualitas Lingkungan merupakan rekayasa elemen-elemen kawasan yang
sedemikian rupa, sehingga tercipta suatu kawasan atau sub area dengan sistem

- lingkungan yang informatif, berkarakter khas, dan memijliki orientasi tertentu;

Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan adalah kelengkapan dasr fisik suatu
lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu|lingkungan dapat beroperasi
dan berfungsi sebagai mana mestinya;
Peran Serta Masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di
dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau iebijakan yang
berdampak langsung terhadap kehidupan masyaraka‘f pada setiap tahap kegiatan
pembangunan (perencanaan, desain, implementasi dan evaluasi).

Pembinaan pelaksanaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan
pengawasan yang ditujukan untuk mewujudkan ekatxvxtas peran para pelaku
penyelenggara penataan bangunan dan lingkungan (pemerintah, masyarakat dan
dunia usaha) pada tahap penyusunan RTBL, penetapannya menjadi peraturan
gubernur/bupati/walikota, pelaksanaan pembangunan, dan peninjauan
kembali/evaluasi terhadap penerapan RTBL. f

Peran masyarakat adalah keterlibatan masyaraka} secara sukarela di dalam
proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan dan/atau kebijakan yang
berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pada setiap tahap kegiatan
pembangunan (perencanaan, desain, implementasi, dan evaluasi).

BAB I}
‘MATERI RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 3

(1) Materi pokok RTBL Kawasan Kota Pandan meliputi :

BABI : KETENTUAN UMUM

BAB Il :MATERI POKOK RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
BAB il : PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
BAB IV : RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN




penanganan lingkungan permukiman yang ditekankan pada kegiatan fisik lingkungan,
sosial dan ekonomi maka partisipasi masyarakat sebagai aktor utama penanganan
permukiman perju distimulan sehingga mereka dapat menentukan kebutuhan dan
pemenuhan kebutuhannya sendiri yang mana dalam tahapan ini peran pemerintah hanya
sebagai fasilitator dan dinamisator pembangunan.

Dalam pelaksanaan penanganan lingkungan permukiman, pola kelembagaan yang akan

dikembangkan merupakan pola sinergisasi antara pemerintah, pelaksana dan fasilitator
dalam upaya ‘meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kawasannya

"~ sendiri.

~ BABVIll
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46 . .

‘Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan ini disebarluaskan
kepada para pemangku kepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangaq
Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli

‘Tengah.

Ditetapkan di Pandan

W,@ggal 28 Desember 2012
j’/%

5

‘{; ‘
BONARAN SITUMEANG

A

s
TRk
g




